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PARMOUT,MERCUSUAR -Peme-
rintah kabupaten Parigi Moutong
mengKlarifikasi soal Laporan Ke
Pemerintah Daerah (LKPD) yang me:
 dapat opini Tidak Mengeluarkan
dapat (TMP) atau Dlschuqerﬂpm
. Wakil Bupati (Wabup) Parmout, H
Samsurizal Tombolotutu dalam jumpa
pers dengan sejumbhmedia, Senin (6/6) kemann menje-
' laskan, anggaran yang tidak dapat dxpertanggungjawab

massa. Menurutnya, kemungkinan ke
nyalah Rp10,3 miliar lebih.

Hal iful kata Wabup berdasarkan Sumb Kepala BPK Per-
‘wakilan Sulteng Nomor:: 173/S/XIXPLU/05/201 1 tanggal
- 31 Mei 2011 Perihal Penyelesain Kerugxan egara Sampal
Dengan Semester 1 TA 2011. Dabm surat BPK tersel
antara kin disebutkan,,BPK RI tebh mebksanakan pe
- mantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah Sem
ter I TA 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pa;
Moutong. Hasil pemantauan atas peny iay. kerugian
daerah pada Pemkab Parmout posisi sejak TA 2003 sam-
pai dengan Semester 1 TA 2011 atau tekh berumur delapan
tahun, menunjukan keadaan sebagai berikut kerugian
daerah sebanyak 89 kasus sebesar Rp12,2 miliar ebih dan
pertambahan 125 kasus sebesar Rp2,06 miliar kbih atau
seluruhnya sebanyak 214 kasus sebesar Rp14,3 miliar.

Pemkab telah menyelesaikan 70 kasus sebesar Rp2,8
miligr kbih dan tehh diangsur sebanyak 36 kasus sebesar
Rp1,05 miliar lebih, sehingga saldo kerugian daciah se-
banyak 144 kasus sebesar Rp10,3 miliar kebih. Dana 10, 3
-niliar yang belum dipertanggungjawabkan tersebut
Ianjut Wabup tetjadi di beberapa SKPD, bukan dilakukan
Bupati. Bahkan katanya dana yang dianggap bermasalah
itu sebagian sudah dibayarkan/dipertanggungjawabkan

Halitu terjadi hanyakarena persoakn ketehmbatan pem-.
bayaran. Diamenyontohkan dana PPN/PPh yang harusnya
dibayarkan palingambat 31 Desember 2010, ternyatatidak
sempatdikkukankarenapada tanggal tersebutmasihterjad
pencairan dana, sedangkan pembayaran PPN/PPh harus
dilakukan di kantor Pajak di Palu. Ketika hendak dilakukan
pembayaran pada tanggal tersebut ternyata kantor sudah
tutup sehingga pembayaran PPN/PPh tersebut baru terea-
lisasi pada Januari 2011, sehingga menjadi temuan.

Wabup menambahkan, masakh dana hin yang menjad
bagian penikian dishimer sekira Rp139- miliar hanyahh
masabhadministrasi dan bukan kerugian keuangan daerah.

Hal senada juga disampaikan Bupati Parmout, Drs H.
Longki Djanggola MSi. Longki menjelaskan,
tersebut menjawab pemberitaan med
Rp151 miliar lebih yang tak dapat dipertanggungja-
wabkan, Longki menjelaskan, dahm hasil penilaian dis-
chimer BPK yang diberitakan media massa tersebut ida
terinci secara detail dana mana saja yang tak da;g.itdipe,r
tanggungjawabkan. Padahal katanya sesuai surat BPK
tersebut dana yang kemungkinan merugikan negarabil
tidak dipertanggungjawabkan hanya Rp10,3 miliar.

“Mana mungkin terjadi penyalagunaan dana sebesar
Rp151 miliar kbih pada tahun 2011, Perlu saya jelaskan
APBD Parmout 2010 sebesar Rp500 miliar lebih, untuk
be}an)a ga}l pegawai saja sudah mencapai RP350 miliar

isa dananya disaahgunakan tentunyatidakada
bangunan yang dilaksanakan selama tahun
20107 jelas Longki. ia

ik |










